AL e
WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU
PERATURAN WALIK OTA TUAL

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDA BATAN DAN BELANJA DAERAH ROTA TUAL

TAHUN ANGGARAN 20132

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TUAL,

aerah Nomor 17 Tahun 2014 tenlang Anggaran

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal & Peraturan D
alikota Tual rentang Penja

imbang
2015 perlu ditetapkan Peraturan W

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagail landasan opcrasional pelakss

Belanja Daerah Tahun Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;



.
b, hahwa bBerdasarkan pertimbangan sebagdaimana dimalksud pads hurul a, perhn menetapkarn

rentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Angegaran 20153

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 wentang Penvelenggaraan Negara vang bersith dan Bebas
dan Nepatisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembe
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik b
Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomaor 4256);

Undeang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (entang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repu
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359];

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tfeniang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjan:
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor oo, Fambaban Lembaran Negara
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 temang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasions
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noj
Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah P
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20041 Nomor 126, Tambahan Lembar
Indonesia Nomor 44 35);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembemukan Kota Tual di Provinsi Maluki
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lemb.aran Negara Republik Indonesia Nom
Undare-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negars
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
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2. Peraturan Pemerintah

. Undaneg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintabian Dzerah (Lembaran Negara Republix Indones:
2014 Nomor 244, Tanibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Dol );

Peraturan Pemermtah Nemor 109 Tahun 2000 tentang Keduduksn Keuangan Kepala Daerah dan Waki

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor S028);
Nomoer 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umiam (L
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik |

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 3);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran MNegara
ndonesiz Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4578):

Nomar 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pencrapan Suandar P

. Peraturan Pemerintakb
150, Tambahan Lembaran Negsra

Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomnds
[ndonesia Nomar A583),

Peraturan Pemerinian Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan zalas Penvelenggaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik |

Nomor 42892);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instanst Pemerintah (L
Newara Republik Indonesia Taliun 2006 Nomor 295, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9¢
 Peraturan Pemermmtah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2
2004 tentang hedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik L

Nomer 47 12);

 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tah

tenrange Sistern Informasi Keuangan Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Non

Hals



20.

2

23.

25

Tambahan Lembararn Negara Republik Indoncesia Nomor 5153],

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembara
Indonesia Tahun 2010 Namor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165},
Peraniran Pemerintah Nomor 2 Tabun 2012 tenrang Hibah (Lembaran Negara Republik Inder
Nomor 5, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peratar
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalar
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dar
Perdapatan dan Belanja Daerah

Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penvusunan Anggarar

Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2013,

 Persturan Dacrah Kota Tual Nornor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan |

[Jaerah Tabun 2009 Nomar 03);



MEMUTUSKAN -

- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PE

apkan
TAHUN ANGGARAN 2015

Pasa. |
saran Pendaparan dan Belanja Daerah Tahun Angzaran 2015 rerdin atas :

Pendapatan ¢

Rp. 17.892.78

416.205.03
26.155.23!

460.553 .05:

a) Pendapatan Asli Daerah
bl Dana Perimbangan Ep.
¢) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp.

Jumlah Pendapatan R

Belanja :

4] Belanja Tidak Langsung :

I. Belanja Pegawal Rp. 144,17 1468
Belanja Subsidi Rp. . 1.000.00C
Belanja Hibah Rp. 17.500 .00

Rp 482,00

nja Bantuan Sosial

ja Bantuan Keuangan Kp. £.498.98

nja Tak Terduga Rp. 3.000.001
Kp. 1 72:652.44
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b) Belanja Langsung:
| Belanja Pegawal
2. Belanja Barang dan Jasa

3 Belama Modal

Jumlah Belama
Surplus / (efisit)
Pembiavaan :
a) Penerimasn
L Pengeliaran
Jumlah Pembiayaan Neto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

27T 5. 1730060
148 478.628.977,0
164.542 710.428,0
340, 736.51 2405,

513.832.959405,0

(52,835.904.335,01

52.632.070.855,0
0.0
52.632.079.855.0

(202.924 300,01



Pasal 2

asan Penjabaran APBD scbagaimena dimaksud dalam Pasal | tercantum dalam Lampiran | Peraturan Walikota i,

Pasal 3

baran APBD sebagaimmana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebib lanjut dalam Lampiran H Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

iran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mertipa lean hagian vang tdak dipisahkan dan Peraturan Walikota int.

Pasal 5

anaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksamaan angga

n kerja perangkai daerah sesual dengan ketentuan serundang-undangan.
BEE 2 | &

Pasal &

ja Tanggap Darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi tercipta

anan dan kelertiban masvarakat. menggunakan Belanja Tidak Terduga.
Pasal 7

ar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Hibah dan Belamja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pas

ci lehib lanjut dalam Lampiran 111 dan 1V dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Walikota ini.

—
. Halaman 7



Pasal &

BB W alikora Tual ini mulan berlaki pada tanggal diundanghkan

orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan P

g Tual.

cralaran Walikota ini dengan merempatkannyva dalam Berita

;:;,j‘c\jum Tyl
3 - 11 Nopgember 2014

Trial
NOpem her 2014

SRAL KOTA TUAL,

DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2014 NOMOR

Halaman 8
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